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PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR ) ITAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan Pembukaan
Jalan Usaha Tani dalam rangka TMMD Reg ke-113 T.A 2022
di Desa Sangir Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo
Lues, perlu dilakukan pergeseran dari anggaran pengadaan
kendaraan dinas pada DPA-SKPK Sekretariat Daerah dan
anggaran belanja Hibah Uang kepada Pemerintah
Pusat/Hibah kepada Instansi Vertikal pada kegiatan Analisis
Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan pada DPA-
SKPK Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Gayo Lues;

b. bahwa pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada
hui"uf a, sudah mendapat persetujuan dari Dewan
Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues sebagaimana Surat
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues
Nomor 170/78/2022 tanggal 07 Juni 2022 Perihal
Persetujuan Pergeseran Anggaran dan Pelaksanaan Kegiatan
Mendahului Perubahan APBK T.A 2022;

c. bahwa sebagai operasional pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun
Anggaran 2022, perlu melakukan perubahan atas Peraturan
Bupati Gayo Lues Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2022 yang selanjutnya ditampung dalam Qanun
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Gayo Lues Tahun Anggaran 2022 atau
dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun
Anggaran 2022 dalam hal tidak terjadi Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues Tahun
Anggaran 2022;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu ditetapkan
Peraturan Bupati.
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Petubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor
5340);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan
keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah
Provinsi Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5107);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6041);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daera sebagaimanatelah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 525);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian



Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

23. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo
Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 101);

24. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2021 Nomor 126).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 45
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gayo Lues dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintah daerah;

2. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues;

3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gayo Lues;
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5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Gayo Lues;

6. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah
Peraturan Bupati Gayo Lues;

7. Kepala Daerah adalah Bupati Gayo Lues;

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues;

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat
APBK adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan

Qanun;

10. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;

11. Pengeluaran Daerah adalah Uang yang keluar dari kas daerah;

12. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan;

13. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna
mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

14. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada
Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik
fisik maupun nonflsik yang merupakan urusan daerah;

15. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang
bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada
daerah penghasil Berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan
mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat

dan daerah;

16. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

17. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;

18. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran
berkenaan;

19. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;

20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun;
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21. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen

yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun;

22. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS

adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan

kepada perangkat daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan

dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah;

23. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perkangkat daerah atau

masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan daerah;

24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau

beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya
manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau

kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai
masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues tahun anggaran 2022
semula sebesar Rp. 813.258.197.291,00 Setelah Perubahan
Rp. 813.258.197.291,00 tidak mengalami perubahan dengan rincian sebagai
berikut :

1 Pendapatan daerah
a. Semula Rp. 815.258.197.291,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp._0,00
Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan Rp. 815.258.197.291,00

2. Belanja daerah
a. Semula Rp. 813.258. 197.291,00
b. Bertambah/ (berkurang) Rp._0,00
Jumlah belanja daerah
setelah perubahan Rp. 813.258.197.291,00

3. Pembiayaan daerah
a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula
"

Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp._0,00
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

b. Pengeluaran pembiayaan
1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/ (berkurang) Rja._0,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan neto
setelah perubahan Rp. (2.000.000.000,00)

Sisa lebih pembiayaan anggaran
setelah perubahan Rp. 0,00

*
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Pasal 3

Uraian Jebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur/Bupati/Wali Kota*)
ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBK Yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Sosial;

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Bupati
tentang APBK dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran APBK dengan Program Prioritas
Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.

*
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Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Gayo Lues ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

13 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAfO LUES,

f RASYIDIN PORANGy
n/r. 19671220 199ÿ/ 003

BERITA DAEHAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2022 NOMOR

Pasal 6

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 13 Juni_2022 M

13 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI GAYO LUES,

HAMUHAMMAD AMRU

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal 13 Juni_2022 M




